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ABSTRAK 

 

Studi ini berfokus pada fakta bahwa banyak orang memilih helm non SNI sebagai pelindung kepala 

saat berkendara sepeda motor tanpa memahami pentingnya keselamatan berkendara. Bisnis 

memperdagangkan helm non SNI secara terbuka karena minat masyarakat yang besar. Pedagang 

helm di Kota Langsa menjual berbagai macam helm, termasuk yang tidak ber SNI. Namun, dibalik 

praktik jual beli ini terdapat baik dan buruknya dari fenomena penjualan helm ini. Yang pertama 

adalah bahwa sektor informal menciptakan pekerjaan tambahan yang tidak dapat diserap oleh sektor 

formal, mengurangi pengangguran. Selain itu, penjualan helm membantu orang-orang yang bekerja 

di wilayah tersebut, memberi mereka kemudahan dan kemudahan untuk mendapatkan barang yang 

mereka butuhkan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli helm 

non sni di Kota Langsa? 2) Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah dan Permenperin No. 40/M-

IND/PER/6/2008 Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa Mengenai Praktik Jual 

Beli Helm Non SNI di Kota Langsa?. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini ialah penelitian 
lapangan (field research). Di mana dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggali data 

yang bersumber dari lapangan terkait dengan jual beli helm tanpa label SNI dan digali secara intensif 

kemudian dianalisa serta  dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul, 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan penelitian yang dipakai 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam praktik jual beli helem 

non SNI di Kota Langsa sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli dan tidak ada 

terkandung unsur yang dilarang oleh syara’, dimana pembeli juga mengetahui kalau produk yang ia 

beli ialah helm yang non SNI dan sudah dilakukan sebagaimana jual beli biasanya. 2) Praktik jual 

beli ini apabila di tinjau dari segi Maslahah Mursalah maka hukumnya diperbolehkan karena tidak 

terkandung unsur tipuan dan tidak ada keraguan yang ditimbulkan oleh pembeli dan menurut penulis 

praktik jual beli ini banyak mendatangkan dampak positif dikalangan masyarakat baik bagi penjual 

dan pembeli. Sedangkan apabila dilihat dari segi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

No.40/MND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm 

Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa memberlakukan 

secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap helm pengendara kendaraan 

bermotor roda dua, dan ayat (2) pemberlakuan secara wajib SNI helm pengendara kendaran bermotor 

roda dua sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara 

kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka). 

 

Kata Kunci: Jual Beli Helm Non SNI, Maslahah Mursalah, Peraturan Menteri 

Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan kebutuhan dharuriyyah dalam kehidupan manusia, artinya manusia 

tidak dapat hidup tanpa adanya aktivitas jual beli. Kebutuhan ini tidak akan pernah ada 

habisnya dan akan selalu dibutuhkan selama manusia masih hidup. Tidak ada yang 

memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi mereka harus terhubung dengan orang lain. Dalam 

hubungan ini segala sesuatu membutuhkan pertukaran, seseorang memberikan apa yang 

dimilikinya agar dapat menerima sesuatu atau sebagai pengganti sesuai dengan 

kebutuhannya.  

Masing-masing mempunyai strategi manajemen tersendiri dalam membangun bisnis. 

Salah satu strategi yang digunakan adalah helm tersebut dijual di pasaran dengan harga yang 

relatif murah, yang tentunya lebih menarik atau memudahkan pembeli terutama untuk 

berwisata.1 Orang sering menghadiahkan model helm yang berbeda kepada saudara-saudara 

mereka. Selain modelnya yang berbeda, varian warna helm yang mencolok juga membuat 

pembeli ingin memilikinya. Namun, kebanyakan orang tidak memperhatikan apakah helm 

yang dibelinya aman atau tidak. Apakah helm tersebut sudah memenuhi Standar Nasional 

Indonesia (SNI) atau belum. Ternyata setelah ditemukan beberapa helm yang dijual di 

masyarakat tidak ada standar distribusinya atau tidak bertanda SNI. Terkadang pembeli 

mengetahuinya, tetapi mereka tidak peduli. Sehingga pembeli tetap membeli helm yang 

mereka inginkan. Dengan demikian, pihaknya memberikan kewenangan kepada penjual 

helm untuk menjual helm yang tidak bertanda SNI. Penjual dapat dengan mudah menjual 

 
1 Observasi awal pada hari Sabtu 11 Maret 2023 
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helmnya tanpa harus memilah-milah produk yang dijualnya apakah ber-SNI atau tidak. 

Karena dengan menjual helm yang tidak memenuhi standar pasar, pembeli tetap mau 

membeli produknya. 

Namun fenomena penjual ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, sektor 

informal yang menjual helm dapat dilihat sebagai bisnis yang menyerap kerja tambahan 

yang tidak dapat diserap oleh sektor formal, sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu, 

keberadaan penjual helm juga melayani masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut, 

sehingga pembeli dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan barang yang dibutuhkannya.2 

Sisi negatifnya adalah penjual menjual sebagian helmnya yang tidak memenuhi standar 

pasar yang ditetapkan pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Namun, para penjual tidak 

mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Meski sudah diperingatkan, mereka tetap 

cuek dan tidak ingin mempertimbangkannya.3 Di sini ada penjual helm yang jelas-jelas 

melanggar aturan, kalau dilihat dari hukum yang berlaku, jelas penjual helm ini melanggar 

aturan yang sudah ada, tapi kenapa sistem jual beli tetap diterapkan, bagaimana hukum islam 

melihatnya. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli dan memuat 

maslahah baik bagi penjual maupun pembeli. 

Di sisi lain, perdagangan bebas mempromosikan pergerakan barang dan produk yang 

disebut neraca perdagangan. Pengaktifan regulasi teknis berdasarkan SNI dilakukan dengan 

bantuan produk yang aman dan bermutu tinggi dalam rangka lingkungan usaha yang 

kondusif, persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Kewajiban untuk 

menerapkan standar tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kepentingan 

 
2 Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi, Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan 

produk,Jurnal Standardisasi, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta,vol.18 Nomor 2/2016), h.116 
3 Ibid, h. 117 
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komersialnya di bawah kendali keselamatan dan K3L (Keselamatan, Keamanan, dan 

Kesehatan).4 Namun pada kenyataannya, masih banyak toko yang menjual helm tidak 

mematuhi aturan-aturan SNI. 

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 

40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 menyatakan bahwa:5 

Ayat (1) “Memberlakukan secara wajib Standart Nasioal Indonesia (SNI) atau 

revisinya terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua SNI 1811-2007 

dengan pos tarif HS 6506. 10. 10. 00”. 

Ayat (2) “Pemberlakuan secara wajib SNI Helm pengedara kendaraan Bermotor Roda 

Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang di gunakan 

pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan 

rumah-rumah (terbuka)”. 

Namun dalam hal ini masih banyak pedagang dan masyarakat yang belum sepenuhnya 

memahami pentingnya Standar Nasional Indonesia untuk barang tertentu. Seperti para 

penjual helm di Kota Langsa. Helm tersebut dijual tanpa tanda SNI sebagaimana dalam 

Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 

2008 Penerapan Standar Nasional Indonesia Kendaraan Roda Dua Wajib.6 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli produk yang tidak 

ber Standar Nasional Indonesia di Kota Langsa: 

Wahyu Hermansyah,7 pembeli helm yang tidak ber SNI, mengatakan “karena harganya 

yang murah dan bermacam-macam model nya dan bentuk nya yang unik” 

 
4 Endi, Hari Purwanto & Febrian Isharyadi, Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan 

Produk, (Jurnal Standardisasi, Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta, Vol.18 Nomor 2/2016), 

h.116. 
5 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008. 
6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008. 
7 Wawancara, Wahyu Hermansyah pembeli helm yang tidak ber SNI, Kota Langsa 13 Maret 2023 
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Fadli,8 pembeli helm yang tidak ber SNI, mengatakan “membeli helm seperti ini karena 

harga yang murah dan mudah di dapatkan” 

Raja,9 pembeli helm yang tidak ber SNI, mengatakan “karena bentuk nya keren-keren 

dan tidak di permasalahan ketika di razia” 

Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah panduan yang menentukan 

kualitas dan keamanan helm yang digunakan oleh pengendara motor. Penggunaan helm SNI 

sangat penting, dan berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini menjadi prioritas:10 

1. Perlindungan Maksimal: Helm SNI telah dirancang dan diuji untuk memberikan 

perlindungan maksimal saat terjadi kecelakaan. Helm ini terbuat dari bahan yang kuat dan 

tahan terhadap benturan, yang dapat mengurangi risiko cedera kepala yang serius. 

2. Kualitas Terjamin: Helm SNI harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Ini berarti 

bahwa Anda bisa mempercayai bahwa helm tersebut telah diuji dan memenuhi persyaratan 

untuk perlindungan yang baik. 

3. Kepatuhan Hukum: Di Indonesia, penggunaan helm SNI adalah wajib. Tidak hanya 

demi keselamatan, tetapi juga untuk mematuhi hukum. Penggunaan helm yang sesuai 

standar dapat menghindarkan Anda dari sanksi hukum. 

4. Pilihan yang Beragam: Helm SNI hadir dalam berbagai model dan merek, sehingga 

Anda masih bisa tampil stylish sambil menjaga keselamatan. 

5. Contoh Baik: Menggunakan helm SNI juga menjadi contoh baik bagi orang lain. Ini 

bisa menjadi dorongan bagi pengendara lain untuk mengenakan helm yang sesuai standar. 

Dari penjelasan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti merasa untuk 

perlu untuk meneliti bagaimana praktik Jual Beli Helm Non Standar Nasional Indonesia 

 
8 Wawancara, Fadli pembeli helm yang tidak ber SNI, Kota Langsa 13 Maret 2023 
9 Wawancara, Raja pembeli helm yang tidak ber SNI, Kota Langsa 13 Maret 2023 
10 Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi, Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui 

Perdagangan produk,Jurnal Standardisasi, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta,vol.18 Nomor 

2/2016), h.118 
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Tinjauan Maslahah Mursalah dan PERMENPERIN No. 40/M-IND/PER/6/2008 di Kota 

Langsa sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang helm di Kota Langsa. 

B. Identifikasi Masalah 

Menurut Sugiyono, identifikasi masalah adalah pentajaman berbagai unsur atau factor 

yang terkait terhadap topik atau masalah yang akan diteliti.11 Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1) Apakah masih ditemukannya para penjual yang menjual helm-helm yang non SNI? 

2) Apakah yang menarik minak masyarakat untuk membeli helm non SNI? 

3) Apakah pemerintah sudah ikut andil dalam memberikan edukasi kepada masyarakat 

terhadap pentingnya helm SNI? 

4) Bagaimana tinjauan maslahah mursalah dan pemenperin terhadap praktik jual beli helm 

non SNI? 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas kemudian penulis menetapkan Batasan masalah 

sebagaia berikut: 

1. Tema pada penelitian ini terfokus kepada tinjauan maslahah mursalah dan permenperin 

No. 40/M-IND/PER/6/2008 Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa. 

2. Objek pada penelitian ini yaitu para hasil wawancara dari penjual, pembeli dan anggota 

satlantas,  

3. Luas lingkup pada penelitian ini hanya sebatas praktik jual beli helm non SNI. 

4. Informasi yang disajikan yaitu: hukum jual beli helm non SNI berdasarkan maslahah 

mursalah dan permenperin. 

 
11 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta. Cet. Ke19, 

2015), h. 54 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa? 

2. Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah dan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 

Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah dan PERMENPERIN 

No.40/M-IND/PER/6/2008 Terhadap Praktik Jual Beli Helm Non SNI. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian terhadap proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan 

gagasan: 

a) Secara Teoritis 

Kajian teoritis ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk kajian berikutnya dan 

sebagai pengembangan lebih lanjut dari hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan 

hukum ekonomi syariah, seperti jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang, yaitu 

jual beli helm non SNI. 

b) Secara Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam 

bertransaksi dan memahami hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan 

praktek perdagangan yang dapat memuaskan konsumen dan produsen, diharapkan dapat 

memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat. 

F. Kajian Pustaka 

Selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti bukan yang pertama kali membahas 

mengenai judul ini, namun sebelumnya telah melakukan kajian literatur awal atau penelitian 
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sebelumnya untuk menyusun proposal ini. Namun, pada penelitian ini bukanlah merupakan 

duplikat atau pengulangan dari peneliti sebelumnya. 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang tersedia untuk referensi yang relevan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. 

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Tista Rina, Mahasiswi Program S1 Jurusan 

Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2020) dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen 

Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib di Kota Pekanbaru”.12 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan konsumen produk 

elektronik wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan konsumen produk elektronik wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di kota 

Pekanbaru belum optimal. karena banyak pengusaha yang memperdagangkan produk 

elektronik yang tidak berlogo SNI, UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen 1999 belum 

habis karena hak-hak konsumen belum dihormati sesuai dengan pasal 4 tentang tanggung 

jawab perusahaan, yang melanggar teori tanggung jawab produk, karena masih banyak hak 

konsumen. perusahaan yang tidak mengganti produk yang di perdagangkan. Kesamaan 

dalam penelitian ini adalah focus penelitiannya sama-sama membahas produk SNI. 

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan konsumen 

pada produk elektoronik yang ber SNI, sedangkan peneliti fokus untuk mengkaji perspektif 

maslahah mursalah dan hukum positif tentang jual beli helm tanpa SNI. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sandi Thrisna Manuel Situmeang Mahasiswa Fakultas 

Hukum, Universitas Jember, Jember, (2019) yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Pelaku 

 
12 Tista Rina, Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Wajib Di Kota Pekanbaru, Skripsi Program Si Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020. 
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Usaha Helm yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional”.13 

Kajian ini menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha kepada konsumen terkait 

penggunaan helm non SNI dan cara penanggulangannya serta cara pencegahan penyebaran 

helm non SNI. Persamaan untuk penelitian ini adalah sama-sama membahas penjualan helm 

non SNI. Persamaan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini fokus pada upaya 

pemerintah, hanya melihat prevalensi helm non-SNI. Sedangkan penelitian peneliti 

memfokuskan pada perspektif maslahah mursalah dan hukum positif penjualan helm non 

SNI.  

Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Muchamad Agus Maksum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang (2017), yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang”.14 Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum bagi konsumen helm non SNI 

dan apa saja kewajiban produk yang ada pada saat menjual produk helm non SNI. Kesamaan 

dalam penelitian ini adalah mereka melihat helm non-SNI. Perbedaan penelitian ini adalah 

penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana konsumen melindungi dirinya terhadap helm 

tanpa SNI, sedangkan peneliti fokus untuk mengkaji maslahah mursalah dan hukum positif 

tentang jual beli helm tanpa SNI. 

G. Sistematika Penelitian 

Supaya karya penelitian lebih mudah dipahami dalam jenis literatur ilmiah ini, peneliti 

membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, 

tentunya bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, dan secara umum 

sistematikanya dapat diuraikan sebagai berikut:   

 
13 Sandi Thrisna Manuel Situmeang, Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm yang Memasang Stiker 

Sni Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019. 
14 Muchamad Agus Maksum, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak 

Ber-Sni di Kota Semarang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017. 
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Bab I berisikan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, fokus penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab II berisi landasan teoritis yang membahas secara umum Pengertian jual beli, Syarat 

dan Rukun jual beli, Macam-macam jual beli Pengertian, rukun dan syarat jual beli, 

Maslahah Mursalah dan standarisasi barang. 

Bab III ialah bab yang membahasan metode penelitian seperti Jenis dan pendekatan 

penelitia, sumber data, teknik pengolahan dan pengumpulan data dan analisis data. 

 Bab IV ialah hasil dan pembahasan praktik jual beli helm Non SNI di Kota Langsa dan 

bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah dan PERMENPERIN No. 40/M-IND/PER/6/2008 

Terhadap praktik Jual Beli praktik jual beli helm Non SNI di Kota Langsa.  

Bab V ialah akhir dari keseluruhan skripsi dan peneliti mencoba menarik kesimpulan 

dari hasil analisis Bab IV dan berisi saran. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa 

Menurut hukum Islam jual beli tidak terbatas pada suatu kegiatan perdagangan bagi 

mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi dalam hal muamalah Allah SWT memberikan 

kebebasan kepada hambanya untuk berinovasi dalam melakukan jual beli, asalkan tidak 

bertentangan dengan syara’. Jual beli juga merupakan perjanjian yang mendapatkan 

perhatian yang cukup oleh pedagang di Kota Langsa. Di Kota Langsa ini terdapat toko-toko 

yang menjual berbagai macam helm. Helm yang dimaksud dalam skripsi ini ialah alat 

pelindung yang dikenakan di kepala untuk melindungi otak manusia. Helm biasanya terbuat 

dari bahan keras seperti metal, kevlar, serat resin atau plastik. Helm sangat penting bagi 

manusia dan dianggap sebagai penyelamat di jalan raya. Helm digunakan untuk melindungi 

kepala saat terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor. Di 

Indonesia, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor diwajibkan oleh Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992. Polisi akan menindak pengendara yang tidak menggunakan 

helm SNI (Standar Nasional Indonesia).97  

Di Indonesia sendiri sudah lama, banyak pemakai helm non SNI pada kendaraan roda 

dua mengingat harganya lebih murah dibandingkan membeli helm yang ber SNI dan 

membawa kemanfaatan bagi penggunanya.98 

 

  

 
97 Wawancara dengan Wahyu Pedagang Helm di toko Faza Helm, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 

13.00 di Kota Langsa 
98 Wawancara dengan Wahyu Pedagang Helm di toko Faza Helm, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 

13.00 di Kota Langsa 
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Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada penelitian ini ialah 

jual beli helm non SNI di Kota Langsa. Pada mulanya pembeli helm melihat-lihat terlebih 

dahulu barang atau helm yang hendak dibeli. Penjual ketika melihat ada orang yang melihat 

barang yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam dia langsung menawarkan helm-helm 

yang diperjualbelikan kepada pembeli. Pembeli bisa melihat secara terperinci atau 

memeriksa secara mendalam untuk mengetahui kualitas barang bekas yang diperjualbelikan 

terlebih dahulu.99 

Pembeli tidak asal membeli helm tersebut, akan tetapi dia masih memilih-milih barang 

atau helm-helm yang diperjualbelikan. Sesudah memilih, pembeli atau pengguna menaksir 

barang yang akan dibeli, kemudian pembeli menanyakan tentang barang-barang tersebut 

“apakah helm ini ber SNI atau tidak”. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keaslian 

barang tersebut. Setelah itu penjual memberikan informasi harga helm yang dia miliki dan 

di tempat tersebut terjadi tawar menawar harga untuk menentukan harga yang disepakati. 

Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli membelinya. Jika tidak jadi membeli, maka 

pembeli pindah ke tempat yang lain untuk mendapatkan harga yang diharapkannya.100 

Para pedagang ini memperoleh helm non SNI dari beberapa sumber, yaitu dari import 

dari luar negeri, ada juga para pedagang membeli dari online, serta dari memproduksi 

sendiri. Biasanya para pedagang itu membeli barang dagangannya sesuai dengan 

kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan melihat kondisi helm tersebut lalu 

ditentukan harganya.101 

 

 

 
99  Wawancara dengan Naila Pembeli helm, pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 13.10 di Kota Langsa 
100 Wawancara dengan Naila Pembeli helm, pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 13.10 di Kota Langsa 
101 Wawancara dengan Ridwan Pedagang Helm, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.30 di Kota 

Langsa 
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1. Data Penjual Helm di Kota Langsa  

Helm-helm yang dijual di Kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

kendaraan roda dua diupayakan agar tersedia semua jenis, merek dan tipe helm. Namun 

pihak pedagang hanya menyediakan beberapa merek dan tipe saja. Di Kota Langsa ini tidak 

hanya diperjualbelikan helm saja akan tetapi para pedagangnya juga dapat memasang dan 

memperbaiki kendaraan roda dua juga. Adapun mengenai penetapan atau pengklasifikasian 

harga dari helm non SNI di Kota Langsa ini tidak ada penetapan/pengklasifikasian harga 

tertentu terhadap helm non SNI yang dibeli oleh pedagang.  

Hasil wawancara penulis dengan sebagian pedagang helm non SNI di Kota Langsa 

adalah sebagai berikut: 

Wahyu, berumur 32 tahun adalah pedagang yang menjual helm di Kota Langsa. Dia 

menjual berbagai jenis merek helm dan tipe, dan ada yang ber SNI maupun non SNI dan 

mempunyai harga yang bervariasi, tergantung dari merek dan tipe yang dipilih oleh pembeli. 

Ia juga menjelaskan kalau harga helm yang non SNI bervariasi ada yang berkisaran harga 

Rp 100.000 sampai Rp. 200.000 dan rata-rata Masyarakat lebih memilih helm yang non SNI 

karena lebih murah.102 

Ridwan, berumur 30 tahun merupakan pedagang yang menjual helm di Kota Langsa. 

Dia juga memiliki berbagai macam jenis dan tipe helm baik SNI maupun non SNI. Dia juga 

menjelaskan bahwa para pembeli rata-rata membeli helm yang non SNI karena harganya 

yang lebih murah dan terjangkau berkisar dari harga Rp 100.000 sampai Rp. 200.000, kalau 

yang ber SNI harganya jauh lebih mahal berkisar Rp 300.000 sampai harga 1 Jutaan.103 

 
102 Wawancara dengan Wahyu Pedagang Helm di toko Faza Helm di Gampong Blang, Kec. Langsa 

Baro, Kota langsa, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.00 di Kota Langsa. 
103 Wawancara dengan Ridwan Pedagang Helm di toko Virzha Helmet di Jln PTPN-Gedubang Jawa, 

Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 10.00 di Kota Langsa 
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Zulkifli, berumur 27 tahun merupakan pedagang yang menjual helm di Kota Langsa 

juga. Dia memiliki berbagai macam helm dengan berbagai macam jenis juga tetapi yang ia 

jual hanya helm yang ber SNI dengan berbagai tipe dan harganya. Alasan ia hanya menjual 

helm yang ber SNI karena ia sadar kalau menjual helm yang non SNI dapat melanggar 

hukum dan dapat dipenjara, ia menjual helm yang ber SNI kisaran harga Rp 300.000 sampai 

Rp 1.500.000 tergantung tipe dan mereknya.104 

Dari hasil wawancara dengan 3 penjual helm di Kota Langsa bahwa tujuannya bagi 

penjual adalah sebagai usaha yang dapat menguntungkan pihak penjual karena helm-helm 

tersebut merupakan barang yang banyak dicari pembeli, untuk menjaga wajah agar terhindar 

dari debu dan merupakan kewajiban bagi setiap pengendara untuk memakai helm. Tujuan 

para penjual helm menjual helm non SNI karena lebih cepat terjual dan banyak variasi dan 

tipenya, harganya lebih terjangkau dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat 

mengembangkan usahanya serta memperoleh keuntungan dari hasil penjualan helm ini. 

2. Data pembeli helm di Kota Langsa 

Naila adalah salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli helm dengan harga 

yang murah mencapai Rp 120.000, Tujuan dia helm non SNI tersebut adalah untuk terhindar 

dari Razia Polisi dan juga untuk menjaga wajah dan mata agar terhindar dari debu dan batu-

batu kecil. Alasan ia membeli helm yang non SNI karena harganya lebih murah dan banyak 

variasi dan warna-warnanya. Dan ia juga mengetahui kalau helm yang ia beli non SNI karena 

menurutnya kualitasnya sama saja.105 

Putra adalah salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli 2 helm dengan harga 

Rp. 150.000 dan Rp 180.000, tipe helm yang dibeli yaitu helm bogo dan helm half-face, 

 
104 Wawancara dengan Zulkifli Pedagang Helm di toko SJV Helmet di Jln. Jenderal Ahmad Yani, 

Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 09.00 di Kota Langsa 
105 Wawancara dengan Naila Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 

13.10 
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alasan ia membeli helm non SNI tersebut karena harganya lebih murah dibandingkan dengan 

helm yang ber SNI dan ia juga mengetahui kalau helm yang beli tersebut bukan helm SNI.106 

Riki adalah salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli helm yang ber SNI 

mencapai Rp 950.000, ia membeli helm yang ber SNI dengan tipe full face karena ia akan 

bepergian jauh dan juga ia takut akan di razia polisi kalau ia memakai hel yang bukan ber 

SNI.107 

Daus merupakan salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli helm dengan 

tipe half dengan harga Rp.190.000, alasan ia membeli tipe half karena ia akan pakai ketika 

jalan-jalan santai saja bukan untuk pergi di jalan kota. Karena helm tipe half ini lebih 

melindungi kepala saja dan tidak bisa melindungi bagian wajah.108 

Manfaat helm non SNI bagi pembeli ialah meminimalisasi pengeluaran uang yang 

banyak namun kualitas tetap terjamin sehingga menimbulkan kepuasan bagi penjual dan 

pembeli. 

3. Data dari pihak Polisi Satlantas  

Bapak Iskandar, mengatakan bagi para pengendara sepeda motor harus menggunakan 

helm yang ber SNI, dan apabila ada pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm 

yang tidak ber SNI maka akan ditilang sesuai dengan pasal 291 ayat 1 UU No. 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan denda tilang tidak menggunakan helm 

SNI adalah kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp 250.000.109 

 

 
106 Wawancara dengan Putra Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 

13.45 
107 Wawancara dengan Riki Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 

14.10 
108 Wawancara dengan Daus Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 

15.00 
109 Wawancara dengan Bapak Iskandar Polisi Satlantas di Kota Langsa, pada tanggal 17 Juli 

2024 pukul 10.00 
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4. Manfaat dan Mudharat helm non SNI bagi pengendara Motor 

Manfaat dari helm non SNI, dari hasil wawancara dengan lima pembeli di atas, terungkap 

bahwa manfaat dari menggunakan helm non SNI bagi pembeli adalah menimalisi 

pengeluaran uang atau sering dikatakan sebagai penghematan pengeluaran bagi para 

pembeli, harganya bisa terjangkau, tidak sulit saat melakukan transaksi dan gampang dicari, 

namun kualitas tetap terjamin, sehingga menimbulkan kepuasan bagi penjual dan pembeli.  

Kemudharatan dari helm non SNI ialah khusus pembeli yang belum berpengalaman 

dalam membeli helm, perlu lebih hati-hati sewaktu membeli membeli helm tersebut,  

Penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah diberlakukan sejak 1 April 

2010. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mewajibkan pengendara 

roda dua untuk menggunakan helm SNI. Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI 

dapat dikenai sanksi, seperti tilang, denda, atau kurungan penjara: Tilang Petugas kepolisian 

dapat melakukan penilangan terhadap pengguna motor tanpa helm SNI. Denda Pengendara 

yang tidak menggunakan helm SNI dapat didenda paling banyak Rp 250.000. Kurungan 

penjara Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dapat dipenjara paling lama 1 bulan. 

B. Tinjauan Maslahah Mursalah dan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 

Terhadap Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa 

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis tentang Jual Beli Helm Non Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Langsa Yang Nantinya Akan Dipadukan Dengan 

Perspektif Maslahah Mursalah dan Permenperin No. 40/M IND/PER/6/2008, untuk 

mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditetapkan.  

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan al-ba’i yang berarti menukar (pertukaran). 

Kata jual (al-ba’i) dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu 

beli dengan demikan al-ba’i berarti jual dan sekaligus beli. Menurut istilah jual beli ialah 
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suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di 

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima harta 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Jual 

beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas 

suatu barang dari pihak pembeli dan penjual maka dengan sendirinya dalam perbuatan 

hukum ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.110 

Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya dan ketika tidak 

terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut 

merupakan jual beli batal seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua. 

Berkaitan dengan jual beli helm non SNI di Kota Langsa yang dilakukan antara penjual 

dan pembeli, penjual menjual helm non SNI yang dimilikinya kepada pembeli. Kemudian 

untuk membeli helm non SNI tersebut pembeli bisa melihat secara mendalam tentang 

kualitas barang yang diperjualbelikan, akan tetapi pembeli menanyakan tentang keadaan 

barang-barang tersebut “apakah helm ini ber SNI”. Hal tersebut dilakukan guna untuk 

memastikan barang tersebut, setelah itu penjual memberikan informasi tentang harganya. 

Setelah penjual memberitahukan harga barang tersebut, terjadilah tawar menawar dari 

pembeli kepada pedagang sehingga mendapatkan harga yang sesuai menurut kesepakatan 

antara dua belah pihak. 

Helm non SNI yang diperjualbelikan di Kota Langsa, tidak semua terjamin kualitasnya 

karena barang yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas 

barang yang tidak terjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa 

menjadi suatu alasan yang signifikan, karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli yang 

tidak mengetahui kualitasnya namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual karena biasanya 

 
110 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 66 
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barang seperti ini akan telihat kualitasnya setelah digunakan atau dipakai beberapa hari. 

Penjual hanya menjelaskan barang barang ini baru dating, maka dari itu pembeli menaksir 

barang tersebut sebelum akad berlangsung, sehingga jarang sekali pembeli merasa dirugikan 

oleh pihak penjual. 

Melihat kondisi jual beli helm non SNI di Kota Langsa yang tidak dipastikan 

kualitasnya, namun hal itu dapat diperkirakan secara kebiasaan dan bisa diserahterimakan 

setelah akad berlangsung serta adanya saling ridha maka jual beli seperti ini diperbolehkan. 

Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya 

adalah al-maṣlaḥah al-mursalah. Disebut sebagai suatu al-maṣlaḥah, karena hukum yang 

ditetapkan berdasarkan al-maṣlaḥah ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau 

kerusakan, tetapi sebaliknya al-maṣlaḥah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan 

kebaikan. Demikian halnya, disebut al-mursalah karena syara’ tidak menyetujuinya melalui 

dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat dikatakan 

al-maṣlaḥah al-mursalah adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah 

kemudaratan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syara’ baik yang mengakui atau 

menolaknya serta sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syara’ dalam 

mensyariatkan hukum. Atau juga dapat diartikan al-maṣlaḥah al-mursalah ialah 

pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang 

berkaitan dengan hal muamalah.111 al-maṣlaḥah sendiri tidak dijelaskan dalam al-quran 

mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan ijmak juga tidak ada kata-kata yang 

mendukung ataupun menolak maṣlaḥah sebagai metode istinbaṭ hukum Islam.112 

Berdasarkan al-maṣlaḥah al-mursalah yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat 

mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota 

 
111 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh), 

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 35-36. 
112 Ibid, h. 36. 
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Langsa, ditinjau dari segi al-maṣlaḥah al-mursalah adalah boleh karena jual beli tersebut 

tidak mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat penaksiran 

yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli. Bahkan hal tersebut sudah menjadi 

kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya jual beli, sesuai 

dengan kesepakatan dari penjual dan tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang 

kemungkinan akan terjadi pada pihak pembeli. Bahkan jual beli ini, menurut analisis penulis, 

banyak mendatangkan dampak positif di kalangan masyarakat di Kota Langsa baik bagi 

pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata 

pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang di Kota Langsa untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika perdagangan tersebut tidak dibolehkan 

maka akan menimbulkan problematika di kalangan mereka, sehingga jual beli yang terdapat 

di daerah Kota Langsa sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. 

Praktek jual beli helm non SNI di Kota Langsa berdasarkan al-maṣlaḥah al-mursalah 

dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota 

Langsa, pertama harganya sangat murah, meminimalisasi pengeluaran uang, barang tersebut 

masih bisa dipakai dan kualitas barang tersebut sangat terjamin ketika dipakai, barangnya 

gampang dicari, dan tidak mempersulit pembeli untuk bertransaksi dan tidak mubazir karena 

harta tersebut dapat dipergunakan Kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Islam sangat melarang perbuatan mubazir. Kedua, Jual beli tersebut sangat masuk akal dan 

sifatnya juga rasional, karena harganya murah dan barangnya layak dipakai sehingga 

membuat pembeli membeli barang tersebut. Ketiga, Jual beli tersebut sangat bermanfaat bagi 

masyarakat yang menggunakan helm dan bagi para pedagang berfungsi sebagai mata 

pencaharian di daerah tersebut. Jadi ketika jual beli helm non SNI tidak diperbolehkan maka 

akan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 
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Sistem jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota Langsa sudah merupakan tradisi 

atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli serta tidak berlawanan dengan 

hukum Islam atau dasar ketetapan nash dan ijma’. Jadi jual beli helm non SNI yang menjadi 

tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan 

hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan kemaslahatan dan 

tidak menimbulkan mudharat. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis 

serta Ijma’. 

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 

Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Bermotor Roda 

Dua Secara Wajib pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa memberlakukan secara wajib Standar 

Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap helm pengendara kendaraan bermotor roda 

dua, dan ayat (2) pemberlakuan secara wajib SNI helm pengendara kendaran bermotor roda 

dua sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan 

pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-

rumah (terbuka). Dan pada Pasal 11 juga menjelaskan bahwa para pelaku usaha dilarang 

menjual helm yang non SNI, yang berbunyi: 

“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri 

ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. 

Hal ini juga diperkuat dengan pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang berbunyi:  

1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan 

perlengkapan kendaraan bermotor. 

2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm 

standar nasional Indonesia (SNI) 

Selain itu, pasal 106 ayat (8) UU No. 22/2009 mengatur bahwa: 
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“Setiap orang yang mengemudikan sepada motor dan penumpang sepeda motor wajib 

menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)”. 

Kenyataannya sistem jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota Langsa sudah 

merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli serta tidak 

berlawanan dengan hukum Islam atau dasar ketetapan nash dan ijma’. Jadi jual beli helm 

non SNI yang menjadi tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat 

tentang kedudukan hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan 

kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Al-

Quran dan Hadis serta Ijma’. 

Jadi berdasarkan al-maslahah al-mursalah yang telah dijelaskan, yaitu dapat 

mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota 

Langsa, ditinjau dari segi al-maslahah al-mursalah adalah boleh karena jual beli tersebut 

tidak mengandung unsur tipuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam praktik jual beli helm non SNI ini pembeli tidak asal membeli helm saja, akan 

tetapi dia masih memilih-milih barang atau helm-helm yang diperjualbelikan. Sesudah 

memilih, pembeli atau pengguna menaksir barang yang akan dibeli, kemudian pembeli 

menanyakan tentang barang-barang tersebut “apakah helm ini ber SNI atau tidak”. 

Ditinjau dari segi Al-Maṣlaḥah al-Mursalah praktik jual beli helm non SNI boleh karena 

jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah 

terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli. Bahkan hal tersebut 

sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya 

jual beli, sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan tidak ada satu keraguan akan dampak 

negatif yang kemungkinan akan terjadi pada pihak pembeli. Bahkan jual beli ini, menurut 

analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan masyarakat di Kota 

Langsa baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi 

sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang di Kota Langsa. 

Sedangkan apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm 

Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa 

memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap helm 

pengendara kendaraan bemotor roda dua, dan ayat (2) pemberlakuan secara wajib SNI helm 

pengendara kendaran bermotor roda dua sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 

bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak 

dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka). Hal ini diperkuat dengan pasal 57 ayat (1) jo ayat 
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(2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan pasal 106 ayat (8) 

UU No. 22/2009. 

B. Saran 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dengan permasalahan yang terjadi maka 

penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Perlu adanya pemahaman jual beli setiap took-toko helm di Kota Langsa agar jual beli 

ini terwujud sesuai dengan hukum Islam yang memberi kemanfaatan Bersama. 

2. Diharapkan pada penjual agar berlaku jujur dan transparan dalam menjual helm dengan 

memberitahukan keadaan dan kualitas barang secara jelas serta tidak menyembunyikan 

cacatnya kalau memang barang tersebut memiliki cacat. 

3. Diharapkan kepada pembeli agar lebih selektif dan berhati-hati saat membeli helm agar 

barang yang dibelinya dapat dipakai dalam waktu panjang. 

4. Diharapkan kepada penjual dan pembeli lebih taat kepada aturan dan hukum yang 

berlaku agar terciptanya kemaslahatan bersama, 
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